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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Klaten telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya perubahan yang dilakukan oleh pelanggar yaitu PT MONDRIAN. Di 

wilayah Kabupaten Klaten jenis jenis pelanggaran termasuk jenis yang ringan, 

tidak berdampak penting bagi lingkungan. Karena jenis usaha yang beragam 

maka tidak ada pengelompokan usaha dalam pelanggaran. Tidak adanya 

PPLHD fungsional, maka dalam pengawasan DLH Kabupaten Klaten hanya 

bersifat pembinaan bukan penegakan hukum, pengawasan dalam rangka 

penegakan hukum dilakukan oleh PPLHD Provinsi Jawa Tengah.  

2. Kendala yang dialami oleh DLH Kabupaten Klaten adalah tidak adanya 

personil atau PPLHD fungsional. Pemberian sanksi administrasi yang 

dilakukan oleh DLH Kabupaten Klaten termasuk bersifat pembinaan. Dalam 

hal pembinaan berupa sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh DLH Kabupaten 

Klaten. Untuk pengawasan selain dari jadwal rutin, dapat dilakukan apabila 

terdapat aduan dari masyarakat. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan 

adalah tidak melakukan pengelolaan lingkungan, yang dimana tanggung jawab 

atas dampak kegiatan usaha tersebut tidak dikelola dengan baik, dan juga tidak 

ada pelaksanaan pelaporan dokumen lingkungan, dimana pelaporan tersebut 
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dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Kabupaten Klaten. 

B. Saran 

 Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1. Karena kendala yang dialami DLH Kabupaten Klaten adalah tidak ada personil 

yang menjabat sebagai PPLHD fungsional, maka seharusnya Pemerintah 

Kabupaten Klaten untuk menambah personil sebagai PPLHD fungsional, 

karena menurut pendapat narasumber dari DLH Kabupaten Klaten sudah ada 

personil yang memenuhi sebagai PPLHD, tinggal menunggu dilantik oleh 

Bupati Kabupaten Klaten. Sehingga tidak lagi menunggu dari Provinsi untuk 

melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum. 

2. Dari kesimpulan yang dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di wilayah 

Kabupaten Klaten sangat efektif maka dapat dikatakan DLH Kabupaten Klaten 

telah bekerja dengan baik, dan terpercaya sebagaimana menjalankan tugas, 

fungsi dan wewenangnya. Maka dari itu hal ini perlu mendapat perhatian dari 

Pemerintah Kabupaten Klaten, setidaknya untuk mengangkat personil sebagai 

PPLHD fungsional. 
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